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BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        : 000.2.3.2/Kep. 93o-BKAD/2023
LAMPIRAN   :  1  (Satu) Lanpiran

TENTANG

PENCATATAN NIIAI EIAI\rauNAN DAN FENErAPAN sThTL7s pENGGul\IAAN BARANG
MIIIK DAERAII BERupA GEDUNG BANGUNAN EKs upr PERIINDUNGAN TANAMAN

PADA DAFTAR IENGEIOIA BARANG rmmc DAERAII PEMERINI:All KABupATEN
CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang          :   a.  bahwa  tndasalfan  hasil  inventarisasi  dan  penchisuran  telah
ditrmuhan gedung bangunan   Eke UFT.  Perdindungan Tanaman
Mflik Fcherinfah Kabupaten Cirebon yang sudah tidak digunakan
dandimanfaatlcannamunbch]mmenilihinflaiperolchandanbeh]m
tematat penggunaannya dalam Daftar Barang Milik Daerah;

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  137 ayat (I)  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  9  Tahun  2020  tentang
Pengelolaan  Barang Milik Daerah,  bahwa Pengelola  Barang
harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik
Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar
Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi
barang;

c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan bumf b,  perlu menetapkan Keputusan
Bupati  tentang  Pencatatan  Nilai  Bangunan  dan  Penetapan
Status  Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  Berupa  Gedung
Bangunan  Eks  Upr.  Perlindungan  Tanaman  pada  Daftar
Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat            :    1.  UndangJundang  Nomor  14  Tchun  1950  tentang  Penbentuha
Daunh-DaenhRAbupatendalamlinglnmganPbDpinsiPjawaBarat
Q3erita Negara Rapudik hdonesia tanggal 8 Agristus Tahun 1950)
sebegrinana  telah  diulbah  dengrn  Undang-Undang  Nomor  4
Tchun  1968  tentang  Fchbentuhan  Kabupaten  Purvraharta  dan
Kabupaten S`ibang dengan menguhah Undang-Undang Nomor 14
Tchun   1950  tentang  Pinbentuhan  Daerah-Dacrdi  Kabupaten
Dalam   lin8kungrn   Fhopinsi   Pjava   Barat   Q.emharan   Negra
Republik Indonesia Tchun 1968 Nomor 31, Thmbalrm Lemb-
NegrraRapublikindonesiaNomor2851);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahuri  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor   5587)   sebagainana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahuri   2023



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        : 000.2.3.2/Kep.  93o-BKAD/2023
IAMPIRAN   :  1 (Satu) Lanpiran

TENTANG

PENCATATAN NnAI BANGul\IAN DAN PENEIAPAN sTATus PENGGUNAAN BARANG
MIIIK DAERAII BERupA GEDUNG BAI\rouNAN Ere upr PERIINDUNGAN TAI\IAMAN

PADA DAFTAR pBNGEroIA BARANG Mi]K DAERAII PEMERINI:AII KABUFIATEN
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BUPATI CIREB0N,

Menimbang          :   a.  hahwa  berdasarhan  basil  inventarisasi  dan  peneh]suran  telah
ditrmuhan gpdung bangurmn   Eke UFT.  Deriindungpri Tanaman
Milik Pemerinfah Kabupatm Cirebon yang sudah tidak digunahan
dandinanfaathannamunbch]mmemilikinilaiperolchandanbehm
tercatat periggimaannya delam Daftar Balang Milik Daerch;

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  137 ayat (1)  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  9  TaLhun  2020  tentang
Pengelolaan  Barang  Milik Daerah,  bahwa Pengelola  Barang
harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik
Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar
Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi
barang;

c.  bahwa  berdasarhan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam humf a dan huruf b,  perlu menetapkan Keputusan
Bupati  tentang  Pencatatan  Nilai  Bangunan  dan  Penetapan
Status  Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  Berupa  Gedung
Bangunan  Eks  UPT.  Perlindungan  Tanaman  pada  Daftar
Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat             :    1.  UndanglJundang  Nomor  14  Tchun  1950  teutang  Penbent`ha
Darmh-DaerahKabupatendalamlin8kLmgrnPbDpinsiPjawaBarat
Gerita Negrra Rapublfl£ Indonesia tanggal 8 Agustus Thhun 1950)
sehagrinana  telah  dichah  dengrn  Undang-Undang  Nomor  4
Tchun  1968  tentang  Pchbentuhan  Kabupaten  Purmaharta  dan
Kabupeten Subang dengrn mengiihah Undang-Undang Nomor 14
Taliun   1950  tentang  Fchbentuhan  Dasrah-Daerah  Kabupaten
Dalam   Lin8kungrn   Fhopinsi   Pjawa   Barat   a.embaran   Negara
Republik Indonesia Tchun  1968 Nomor 31, Thmhahan Iirmbarm
Negrra Rapublik Indonesia Nomor 2851);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor   5587)   sebagainana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023



tentang   Penetapan   Peraturan   Pengganti   Undang-Undang
Nomor    2    Tahun    2022    Tentang    Cipta    Kelja    menjadi
Undang-Undang    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856) ;

3.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (I+embaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2014    Nomor   92,    Tambahan
Ilembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     5533),
sebagaimana  telah  diubah  dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik   Negara/Daerah   qiembaran   Negara   Rapublik   Indonesia
Tahun   2020   Nomor   142,   Talnbahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6523) ;

4.  Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  9  Tchun  2020
tentang  Pengelo]aan  Barang  Milik  Daerah  alembaran  Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tchun  2020  Nomor  9  Seri  E,  Tarnbahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU                :   Pengelola  barang  melakukan  Pencatatan  Barang  Milik  Daerah

berupa  Nilai  Bangunan  dan  Menetapkan  Status  Penggunaan
Gedung  Bangunan  Eks  UPI`.   Perlindungan  Tanaman  dalam
Daftar  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  tercantum  dalam
Lanpiran   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan     status     penggunaan     Barang     Milik     Daerah
sebagaimana Diktum KESATU pada Daftar Pengelola Barang.
Pengelola    Barang    melakukan    pengamanan,    pemeliharaan,
monitoring dan evaluasi atas Barang Milik Daerah.
Pengelola    Barang    melakukan    pengamanan,    pemeliharaan,
monitoring dan evaluasi atas Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU.

KELIMA                 :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal   2   oktober   2023

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
1.   Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten cirebon;
2.   Yth. Inspelrfur Kabupa:ten cirebon.
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PEMERI'NTAH  KAB.UPATEN CIREBON
BADAN  KEUANGAN  DAN ASET DAERAH

JalansunanKalijagaNomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website :www.cirebonkab.go.idEmail : bkad@cirebonkab.go. id

SUMBER -45611

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Hal

:     Yth. Bupati cirebon
:     Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
:     22L     Agustus  2023
:     000.2.3.2/  ////    -PBMD
:     Penting

:    Penyampaian   Draf   Keputusan    Bupati   Cirebon   Tentang    Pencatatan    Nilai
Bangunan  dan  Penetapan  Status  Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  Berupa
Gedung  Bangunan  Eks  UPT  Periindungan  Tanaman  Pada  Daftar  Pengelola
Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan hasiJ inventarisasi dan penelusuran telah ditemukan

gedung bangunan Eks UPT.  Perlindungan Tanaman Milik Pemerintah Kabupaten
Cirebon  yang  sudah  tidak  digunakan  dan  di  manfaatkan  oleh  Dinas  Pertanian

namun belum memiliki nilai perolehan dan belum tercatat penggunaannya dalam

Daftar  Barang  Milik  Daerah.  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  137  ayat  (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah, bahwa Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan

pencatatan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam
Daftar  Barang Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  bersama  ini  kami  sampaikan  draf

Keputusan  Bupati  Cirebon  Tentang  Pencatatan  Nilai  Bangunan  dan  Penetapan

Status  Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  Berupa  Gedung  Bangunan  Eks  UPT

Perlindungan  Tanaman  Pada  Daftar Pengelola  Barang  Milik  Daerah  Pemerintah

Kabupaten Cirebon.

Demikian  kami sampaikan,  atas  perhatian  dan  perkenannya  diucapkan

terima kasih.

KEPAIA BADAI KEUANGAl\l DAN ASET DAERAl-1

NIP.19740530199803 2 005


